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BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 

 
PERATURAN  BUPATI  BANGLI 

NOMOR  58  TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, 
PENATAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  

PERMUKIMAN TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI, 

 
 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang. Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021; 
 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  II  dalam   
Wilayah   Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah  Kabupaten Bangli  

Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 

www.jdih.banglikab.go.id


  www.jdih.banglikab.go.id 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 
Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah  
Kabupaten Bangli  Tahun 2018 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana,  

(Berita  Daerah  Kabupaten  Bangli  Tahun  2020  
Nomor 24);   

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, 

PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN TAHUN 2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bangli.  
3. Bupati adalah Bupati Bangli. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta 

Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD-SB 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana 

Pemerintah Tahunan Daerah. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli. 
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan 
untuk Periode 1 (satu) Tahun yang dimulai dari 1 
Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 

8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam 
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penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan 
DPRD. 

 
 

BAB II 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal  2 
             

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 
2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 

(2) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat 
Daerah dalam menyusun RKA-PD.     

 
 

Pasal  3 

 

Isi beserta ruang lingkup Renja-PD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran  yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati ini. 

  

Pasal  4 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan renja secara berkala atas 
pelaksanaan DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Bupati melalui Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Bangli. 

(3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan 
masukan dan pertimbangan untuk penyusunan 

perencanaan tahun berikutnya. 

 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

 Pasal  5 

Sistematika Renja-PD  Tahun 2021 disusun sebagai  

berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 
BAB V : PENUTUP 
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BAB  IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

     Pasal  6  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.  

 
 
    Ditetapkan di Bangli 

    pada tanggal 2 Nopember 2020                      

                                             BUPATI BANGLI, 

 
          ttd 
 

                                             I MADE GIANYAR 
 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 2 Nopember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 
         ttd 
 

            IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 58   
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 58 TAHUN 2020 
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH DINAS PEKERJAAN 
UMUM, PENATAAN RUANG, 
PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN TAHUN 2021 
 

 
BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang  

  Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 

periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen 
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 
program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan 

pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi 
yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, 

karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit 
organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD 
berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat 

yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan 

pada kualitas pelayanan pada publik.  
Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan 
penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data 

dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan PD untuk 
menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 
PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan 

berdasarkan review hasil evaluasi renja PD tahun lalu 
berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan 

rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan 
kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan 
usulan kegiatan masyarakat.  

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, 
adalah sebagai berikut:  

a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan 
awal RKPD;  

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan 

atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan 
pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas 
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-

masing PD;  
c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, 

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan 
dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan penyusunan APBD;  
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d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan 
atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan 

pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas 
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif PD; 
 

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok 
ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per 
keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan 

tahun n+1. Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD 
dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran 
dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah 
yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. 

Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan 
RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan 
RAPBD.  

 

1.2. Landasan Hukum  

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Bangli Tahun 2019 adalah :  
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat  II  dalam   Wilayah   

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4720); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 590); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana,  

(Berita  Daerah  Kabupaten  Bangli  Tahun  2020 Nomor 24);
  

1.3. Maksud dan Tujuan  

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Bangli Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan 
tugas kegiatan  periode 1 (satu) tahun serta menggambarkan 
capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja 

PD dan Rencana Kerja Anggaran PD. Sedangkan Tujuan 
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
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Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Bangli adalah :  

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang 
akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Bangli;  
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang 

diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program 

prioritas.   
1.4. Sistematika Penulisan  

Bab I Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang 
1.2. LandasanHukum 

1.3. Maksud danTujuan 
1.4. SistematikaPenulisan 

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu. 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 
Lalu dan Capaian Renstra PerangkatDaerah 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PerangkatDaerah 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

PerangkatDaerah 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat. 
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

3.1 Telaahan Terhadap KebijakanNasional. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PerangkatDaerah 
3.3 Program dan Kegiatan 

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Bab V Penutup 
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BAB II 
 

HASIL EVALUASI  RENJA PD TAHUN LALU 
 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
Perangkat Daerah. 

  

Dalam Konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi 
Kinerja dilakukan setelah tahapan Penetapan Indikator Kinerja 

dan Penetapan Pencapaian Kinerja. Evaluasi Kinerja di artikan 
sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan 
mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang .Dalam 

Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Substansinya, maka suatu 
Akuntabilitas akan mencerminkan Akuntabilitas Kebijakan, 
Program, Manajemen, Proses dan Ketaatan Terhadap peraturan 

Perundang-undangan. 
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung 

Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ 
kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi 
kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek 

ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan 
pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli untuk input meliputi : 
1. Sumber Daya Manuasia (SDM) 
2. Dana baik DAU mapupun DAK yang terdiri dari : 

a) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung. 
b) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung. 

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli Tahun 

Anggaran 2019 dapat dilihat Pengukuran perjanjian kinerja. 
Berdasarkan tabel Lampiran pengukuran perjanjian 

kinerja, menggambarkan bahwa tingkat pencapaian kinerja 

realisasi fisik dari berbagai program Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman pada umumnya mencapai 100 %. 
Sedangkan pencapaian prosentase realisasi keuangan cukup 
bervariasi namun pada umumnya persentase mencapai 100% 

dari setiap program (tabel terlampir) 
 

 
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD  

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Bangli telah melaksanakan 17 program dengan beberapa 
capaian indikator sebagai berikut : 

a) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran. 
Merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap 

perangkat daerah seperti pengadaan Materai, Pembayaran 
tagihan listrik,telpon dan air, Pembayaran perizinan 
kendaraan dinas/operasional, Pembayaran jasa 

kebersihan,pungutan ditribusi perampahan dan penjaga 
gedung kantor,ATK, Cetak dan fotokopi, komponen instalasi 

listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan 
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dan peraturan perundang-undangan dan makanan dan 
minuman tamu, sehingga capaiannya 88,14%.  

b) Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 
Merupakan program yang berisi kegiatan pembangunan 
gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, 

peralatan gedung kantor, mebeleur, pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan gedung kantor, rehabilitasi 

sedang/berat gedung kantor sehingga capaiannya 100%. 
c) Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan. 
Merupakan program yang berisikan kegiatan penyusunan 
laporan keuangan semesteran dan pembayaran honorarium 

non PNS sehingga capaiannya 100%. 
d) Cakupan pelaksanaan upacara nasional, daerah dan 

keagamaan.  

merupakan program yang berisikan kegiatan pelaksanaan 
peringatan hari Hut Proklamasi, Hut Lahirnya Kota Bangli 

dan Hut Propinsi Bali, Pelaksanaan Upacara Agama dan 
Piodalan Kantor sehingga capaiannya 100%. 

e) Panjang  Dinding Penahan Tanah (DPT) merupakan salah 

satu program yang berisikan kegiatan pembuatan  
pembangunan turap/talud/bronjong di sepanjang ruas jalan 

kabupaten dengan capaian 100 % 
f) Prosentase kondisi jalan dalam kondisi baik, untuk 

Meningkatkan  kehandalan sarana dan prasarana Jalan dan 

Jembatan guna menunjang Meningkatkan kualitas 
infrastruktur  guna mendukung tata  kelola Daya Tarik 
Wisata (DTW) maka pemerintah kabupaten/kota perlu 

memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat 
dilaksanakan/implementatif. Kebijakan daerah yang 

dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, 
program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan, 
adapun permasalahan yang di hadapi dalam meningkatkan 

kehandalan sarana dan prasarana jalan antara lain : 
Meningkatnya kerusakan infrastruktur akibat hujan atau 

bencana alam, Terbatasnya kemampuan daerah dalam 
melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur, Meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan trasportasi, Masih adanya daerah 
terisolir, dengan kondisi tersebut capaian yang dicapai 
hanya 64,39% 

g) Prosentase peningkatan sarana dan prasarana 
kebinamargaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli 
yang memiliki funsi strategis yang mencakup pelayanan 
kepada masyarakat di dukung oleh peralatan berupa alat - 

alat berat tetapi dalam perjalannya banyak kendala yang di 
hadapi yaitu Adanya beberapa peralatan  (alat berat) yang 

dimiliki Dinas PU Kabupaten Bangli dalam keadaan rusak, 
sehingga dukungan terhadap kegiatan pembangunan ke PU 
an khususnya di bidang kebinamargaan tidak optimal,Tidak 

optimalnya pemeliharaan peralatan karena masalah status 
aset, sehingga sangat mempengaruhi peforma dalam hal 

http://www.jdih.banglikab.go.id/


  www.jdih.banglikab.go.id 

pelayanan kepada masyarakat di bidang alat – alat berat, 
capaian yang di capai 86 % 

h) Presentase RT berakses air bersih, Sambungan distribusi 
jaringan air bersih tahun 2019 sepanjang 26.021 RT dan 
diharapkan pada akhir RPJMD dapat melayani sambungan 

distribusi air bersih wilayah pedesaan., sampai saat ini 
cakupan pelayanan RT berakses air bersih baru mencapai 
64,25 % 

i) Persentase KK /Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang 
memiliki rumah layak huni, ketersediaan rumah bagi 

Masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) saat capaian kinerja untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah layak huni 

baru mencapai 23,37%   (tabel terlampir)              
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD  

A. Isu Internal  
1). Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Inovasi-inovasi dibidang pembangunan dengan 

melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi 
perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas 

lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;  
b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang 

memberikan dampak besar bagi pembangunan 

Kabupaten Bangli dan strategis untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika 
perubahan;  

c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan 
evaluasi;  

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;  

e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan 

dan proses pembangunan dengan melibatkan 
masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan 
konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;  

f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk 
meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan 
monitoring dan evaluasi;  

g. Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan 

situasi yang terjadi didalam perkembangan dan 
keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan 

semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan 
terencana.  

 

2). Sumber Daya Manusia Aparatur  
a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk 

meningkatkan proses dan hasil kegiatan.  

b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan 
kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme 

aparatur.  
c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan 

kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang 

sesuai dengan latar belakang profesionalisme.  
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3). Sarana dan Prasarana  
a. Mengembangkan TI serta perangkat keras dan 

kelengkapannya dalam mendukung manajemen 
pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam 
menunjang pembangunan.  

b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan 
tuntutan tugas.  

c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan 

pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.  
d. Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan 

Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan 
pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin 
maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian 

dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan 
dengan peraturan yang ada dan berlaku.  

 

 
4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah  

  Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut 
tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga 
dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Salah 

satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu 
membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten 

Bangli menerapkan skala prioritas untuk berbagai 
kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua 
program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui 

penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam 
menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat 
menampung semua aspirasi dan program yang ada. 

B. Isu Eksternal  
1). Globalisasi  

  Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut 
untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara 
mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya 

saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah 
dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang 

teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah 
menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya 
mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi 

melalui dunia maya (virtual).  
2). Peraturan Perundang-Undangan  

 Gerakan reformasi nasional telah mendorong 

dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting 
dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan 

menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan 
akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, 
pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 
nyata supaya penyelenggaraan good governance dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari 
KKN.  
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3). Permasalahan  

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Bangli tidak terlepas dari koordinasi 

dan sinergi program antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
Bangli  dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali serta 

Kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka 
pencapaian kinerja pembangunan. 

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan 
pembangunan telah diinventarisir 
secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Beban kendaraan yang melampaui beban rencana 
jalan/jembatan. 

b. Adanya sedimentasi yang menyebabkan drainase tidak 

dapat berfungsi secara optimal. 
c. Belum adanya saluran drainase dinding penahan tanah di 

beberapa ruas jalan Kabupaten. 
d. Kerusakan jalan kabupaten terjadi karena ; genangan air, 

beban kendaraan yang melintas 

e. Pemahaman msyarakat tentang sanitasi air limbah masih 
kurang, sehingga masih banyak yang menolak untuk 

melakukan sambungan rumah pelayanan air limbah 
f. Dalam kegiatan sarana dan prasarana air bersih kondisi 

georafis Kab. Bangli yang berbukit mengakibatkan adanya 

perbedaan elevasi yang sangat tinggi (rata - rata       + 50 M 
s/d +250 M) sehingga menyulitkan dalam pemilihan 
teknologi pompa (Hidram, Pompa listrik, Pompa tenaga 

mesin). Di samping itu mobilisasi peralatan yang masih 
menggunakan peralatan manual sehingga sangat 

menyulitkan dalam akurasi dan mobilisasi,  sehingga 
memerlukan investasi biaya yang besar 

g. Meningkatnya kerusakan infrastruktur akibat hujan atau 

bencana alam 
h. Jaringan irigasi kebanyakan berlokasi pada daerah yang 

kritis atau longsor sehingga kalau hal itu terjadi 
memerlukan biaya yang tinggi 

i. Meningkatnya kerusakan saluran irigasi sehingga 

kehilangan air dalam perjalan cukup banyak baik dalam 
saluran sekunder, tersier maupun kuarter dan memerlukan 
penanganan segera 

j. Dalam pembanguan jembatan terdapat beberapa komponen 
kontruksi yang pengerjaanya masih di lakukan work shop 

atau pabrik di luar Bali 
Beberapa permasalahan yang di hadapi sangat 

berpengaruh terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan 

sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan 
membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-

hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala 
Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi 
dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan 

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku 
pengambil kebijakan juga PD baik vertikal maupun horizontal. PD 
dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen 
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perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda 
sebagai institusi perencana, perlu prinsip ketelitian didalam 

proses perencanaan pembangunan.  
Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi 

didalam proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan 

politis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan 
dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan 
politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan 

dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan 
nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan 

pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan 
dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen 
perencanaan pembangunan pemerintah daerah.  

 
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

 Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap 

Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi 
substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli dengan 
berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal 
RKPD, karena pada hakikatnya Renja PD tersebut disusun adalah 

untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan 
serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam 

Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja PD juga akan 
mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut 
sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. 

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD 
tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan 
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, 
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang 

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan 
kegiatan cocok namun besarannya berbeda (tabel terlampir) 
 

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli akan menampung 
usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung 
dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari PD 
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian 
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang 
kecamatan. 
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BAB III 
 

TUJUAN DAN SASARAN PD 
 
 

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 
Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan 

ditetapkan dalam RKP Tahun 2021 adalah “Peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” 
dengan prioritas yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, 

antara lain : 
a. Peningkatan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial. 
b. Pembenahan tata kelola objek pariwisata. 

c. Peningkatan penanganan panen dan pasca panen produk 
pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

d. Peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat. 

e. Peningkatan pemerintahan yang demokratis, bersih dan 
efisien. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 
 Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 yang hendak dicapai 

dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bangli adalah “Membumikan ajaran Tri Sakti Bung 

Karno untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita 
Shanti”. Untuk mencapai Visi Kabupaten Bangli tersebut 
dirumuskan 9 (sembilan) Misi Pembangunan sebagai berikut: 

a. Membangkitkan perekonomian lokal 
b. Meningkatkan pendapatan asli daerah 
c. Pembenahan tata kelola objek wisata 

d. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan 
e. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan 

f. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat 
g. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan 

efisien 

h. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif 
i. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan local 

 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 
52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah merupakan unsur 

penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. yang 

menjadi kewenangan Daerah. Sehingga program kegiatan Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Bangli mendukung  misi ke-1 

(Membangkitkan perekonomian lokal), misi ke-3 (Pembenahan 
tata kelola objek wisata) dan misi ke-4 (Menekan angka 

pengangguran dan kemiskinan) 
 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangli, indikasi prioritas 

tema perencanaan tahun 2021 adalah “Peningkatan Kreatifitas 

dan Inovasi Daerah Menuju Bangli yang Unggul di Segala 
Bidang”,Dengan mengacu pada Prioritas Nasional dan Prioritas 
Provinsi Bali Tahun 2021 serta  berpedomanan pada tema 
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pembangunan Tahun 2021 yang merupakan tema pentahapan 
pencapaian Visi Bupati Bangli. Tujuan dan sasaran Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten Bangli tahun 2021 sebagai berikut: 

 

3.3. Program dan Kegiatan  
 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli Tahun 2021 

melaksanakan 13 program, 4 program rutin dan 9 program 
penunjang urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum 

berdasarkan asas otonomi daerah. Dari 13 program yang 
dilaksanakan merupakan pencapaian Visi dan misi Bupati 
terpilih dan sebagai program perioritas pembangunan daerah 

yang mengacu pada sasaran RPJMD. Program dan kegiatan 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli Tahun 2021 (tabel 

terlampir) 
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BAB IV 
 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH 

 

 
4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Penetapan rencana program dan kegiatan, kinerja dan 

kelompok sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Bangli disesuaikan Programdengan Tupoksi masing-masing 
bidang yang ada, agar perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasannya bisa dilaksanakan sesuai dengan keahlian dan 

kompetensi sumber daya yang telah disiapkan pada masing-
masing bidang. 

Sedangkan penetapan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan 

tersebut disesuaikan berdasarkan identifikasi kebutuhan 
terhadap kebutuhan teknis dari kegiatan-kegiatan yang akan 

ditetapkan. Dengan perencanaan anggaran yang baik 
diharapkan akan dapat terwujud kuantitas yang telah 
ditargetkan dan terwujud kualitas sesuai ketentuan teknis yang 

dipersyaratkan. 
A. Untuk Bidang Sekretariat, penentuan  kegiatan-kegiatan 

ditetapkan berdasarkan program-program berikut ; 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3)  Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan  keuangan 

4) Program pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 

Keagamaan 
B. Untuk Bidang Cipta Karya, penentuan  kegiatan-kegiatan 

ditetapkan berdasarkan program-program berikut ; 
1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh. 

2) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 
dan air limbah 

C. Untuk Bidang Bina Marga, kegiatan-kegiatan ditetapkan 
berdasarkan program-program berikut : 
1) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. 

D. Untuk Bidang Tata Guna Air, meliputi; 
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jarlngan Irigasi, 

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

E. Untuk Bidang Tata Ruang, meliputi; 
1) Program Perencanaan Tata Ruang 

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
F. Untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

meliputi; 

1) Program pengembangan perumahan 
G. Sedangkan untuk Bidang Sarana-Prasarana, meliputi; 

1) Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan  

Secara garis besar Rencana Program dan Kegiatan serta 

Pendanaan dari Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman Kabupaten Bangli tahun 2021, bersumber dari 
APBD Kabupaten (tabel terlampir) 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam 
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan 
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari 

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan 
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang 

berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) 
dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) 
dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai 

dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu 
menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah 
(trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil 

benar-benar dikedepankan.  
Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli adalah 
Program Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli yang sesuai 

dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 

Bangli. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli ini 
disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 

anggaran 2021, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan 
dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kabupaten Bangli, sehingga Perencanaan dan 
Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi 

pembangunan Kabupaten Bangli.  
 
 

 
 

  BUPATI BANGLI, 
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I MADE GIANYAR 
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No.

1

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

1

2

III

1

IV

1

2

3

V

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

2

Tabel 3.3

Rrogram dan Kgiatan pada Dinas PUPRPERKIM Kab. Bangli

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

PROGRAM/KEGIATAN



1 2

2

3

VI

1

2

3

4

5

6

7

VII Program Rencana Tata Ruang

1 Revisi rencana tata ruang

2

3

VIII Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Pengawasan pemanfaatan ruang

IX

1

2

3

XI

1

2

XII

1

2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyediaan Tenaga Fasilitator Pemutahiran Data RTLH bagi MBR di Kab. Bangli

Program Pengembangan  Perumahan 

Pembangunan Mes Kejari 

Penyusunan Materi teknis dan ranperda

Penyusunan Dokumen RP3KPKP Kabupaten Bangli

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

untuk pasca bencana

Penyusunan Pokja PKP Kabupaten Bangli

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Revisi RTRW

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal dana DAK

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK

Verifikasi lapangan IMB dan IUJK

Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Penyusunan DED IPLT

Program pengembangan wilayah strtegis dan cepat tumbuh

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan bengkel alat -alat berat

Penunjang

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai



1 2

XIII

1

2 Pemeliharaan berkala jalan 

3 Pembuatan DED

4 Survey Kondisi Jalan dan Patok Batas Jalan 

5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6 Belanja Jasa Servis Kendaraan Bermotor

7 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor

8 Belanja Jasa Service Mesin Penggilas 

9 Belanja Penggantian Suku Cadang mesin gilas

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Peningkatan jalan



Lokasi 

(Kecamatan/Desa)

 Kebutuhan Jumlah 

Dana/Pagu Indikatif 

Kebutuhan 

Jumlah 

Dana/Pagu 

Indikatif

4 6 7 8 10

Keluaran    : Hasil Restribusi Daerah Kec. Bangli 1.00              Th 54,160,000.00             

Keluaran    : Lain - lain pendapatan 

Asli Daerah yang sah

Kec. Bangli 1.00              Th 6,000,000.00               

Keluaran    : Gaji Pegawai Kec. Bangli 1.00              Th 15,398,143,641.56      

1 03

1 03 01 Hasil : Persentase Cakupan 

pelayanan  Administrasi 

Perkantoran

1 03 01 01 Masukan : Dana

Keluaran    : Materai 6000 Kec. Bangli        1,000.00 Lbr               6,000,000.00 DBH

Keluaran    : Materai 3000 Kec. Bangli           500.00 Lbr               1,500,000.00 DBH

1 03 01 02 Masukan : Dana

Keluaran    : Belanja Rek. Telepon Kec. Bangli 3.00              line 12,000,000.00             DBH

Keluaran    : Belanja Rek. Air Kec. Bangli 480.00          M3 2,500,000.00               DBH

Keluaran    : Belanja Rek.Listrik Kec. Bangli 160,000        kwh 20,000,000.00             DBH

1 03 01 06 Masukan : Dana Kec. Bangli 66.00            Unit 30,000,000.00             DBH

Keluaran    : Jumlah Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan 

Perijinan Kendaraan 

Dinas Operasional

1 03 01 08 Masukan : Dana

Keluaran    : Peralatan Kebersihan 

dan Bahan Pembersih

Kec. Bangli 24.00            Jenis 12,200,000.00             DBH

Keluaran    : Upah Tenaga Kerja Non 

Pegawai

Kec. Bangli 12.00            OB 6,000,000.00               DBH

Keluaran    :  Retribusi Sampah Kec. Bangli 12.00            Bulan 300,000.00                 DBH

1 03 01 09 Masukan : Dana DBHPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

BELANJA LANGSUNG URUSAN PEKERJAAN UMUM  DAN 

PENATAAN RUANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Restribusi Daerah

Lain - lain pendapatan Asli Daerah yang sah

Belanja Tidak langsung

Belanja pegawai

Target 

Capaian 

Kinerja

1 2 3 5 9

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BANGLI T.A. 2021

Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (TAHUN RENCANA)

 Sumber Dana 
 Catatan  

Penting 

Prakiraan Maju  (Rencana 

Tahun 2022)

Target Capaian 

Kinerja



4 6 7 8 101 2 3 5 9

Keluaran    : Jumlah Pemeliharaan 

Laptop, Printer, 

Komputer

Kec. Bangli 15.00            Unit 15,000,000.00             DBH

1 03 01 10 Masukan : Dana Kec. Bangli 77.00            Jenis 170,000,000.00           PBBKB

Keluaran    : Jumlah jenis Penyediaan 

Alat Tulis Kantor

1 03 01 11 Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah jenis belanja 

cetak

Kec. Bangli 14.00            Jenis 8,050,000.00               DBH

Keluaran    : Jumlah belanja foto copy Kec. Bangli 159,600        Lbr 20,000,000.00             DBH

1 03 01 12 Masukan : Dana Kec. Bangli 3.00              Jenis 5,800,000.00               DBH

Keluaran    : Jumlahjenis Pelayanan 

Komponen Instalasi 

Listrik/penerangan 

bangunan kantor

1 03 01 13 Masukan : Dana Kec. Bangli 6.00              Jenia 79,000,000.00             DBH

Keluaran    : Jumlah Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor

1 03 01 15 Masukan : Dana

Keluaran    : Surat Kabar/Majalah Kec. Bangli 1,800            ex 9,180,000.00               DBH

1 03 02 Hasil : Prosentase Meningkatnya 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

1 03 02 22 Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Pemeliharaan 

Rutin / Berkala Gedung 

Kantor

Kec. Bangli 1.00              unit 45,206,800.00             DBH

1 03 02 24 Masukan : Dana Kec. Bangli 12.00            Unit 100,000,000.00           PPBKB

Keluaran    : Jumlah Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas 
1 03 06 Hasil : Prosentase  peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

1 03 06 06 Masukan : Dana Kec. Bangli 216               OB 315,000,000.00           DBH

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non 

pns

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor



4 6 7 8 101 2 3 5 9

Keluaran    : Jumlah Penyediaan 

kesejahteraan dan 

honorarium non PNS

1 03 09 Hasil :  Jumlah Pelaksanaan 

Upacara Nasional, 

Daerah dan Keagamaan

1 03 09 01 Masukan : Dana Kec. Bangli 1.00              Kali 10,000,000.00             PPBKB

Keluaran    : Jumlah Pelaksanaan 

Peringatan Hari Nasional

1 03 09 02 Masukan : Dana Kec. Bangli 1.00              Kali 7,500,000.00               PPBKB

Keluaran    : Jumlah Pelaksanaan  

Peringatan Hari Daerah

1 03 09 03 Masukan : Dana Kec. Bangli 4.00              Kali 45,700,000.00             PPBKB

Keluaran    : Jumlah Pelaksanaan 

Upacara Keagamaan

1 03 24 Hasil : Prosentase 

Pengembangan dan 

Pengelolaan Jarlngan 

Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan 

Lainnya

1 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan 

jaringan irigasi

Masukan : Dana

Keluaran    : Panjang Jaringan Irigasi 

dalam kondisi baik

-

Kawan

              565.00 M' 7,341,020,500.00 DAK

-

Sulahan

              256.00 M' 500,000,000.00 DAK

-

Undisan

              260.00 M' 600,000,000.00 DAK

-

Demulih

              403.00 M' 1,000,000,000.00 DAK

-

Jehem

              323.00 M' 800,000,000.00 DAK

-

Jehem

              327.00 M' 800,000,000.00 DAK

-

Bangli

1.00                  Paket 327,229,500.00 DAK

- Bangli 1.00                  Paket 57,874,395 PPAP

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tingkad Batu

Penunjang

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidembunut Kanan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Alis Bintang

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Umeselat

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Empelan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidembunut Kiri

Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan 

keagamaan

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional

Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah

Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan



4 6 7 8 101 2 3 5 9

1 04 15 Hasil : Prosentase 

pengembangan 

perumahan

1 04 15 09 Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Pembangunan Rumah 

Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) 

Kab. Bangli 30 Unit                    900,000,000.00 PKB 

Masukan : Dana Kab. Bangli 1 Paket 137,870,047.50                  PKB 

Keluaran    : Jumlah Monitoring, evaluasi 

dan pelaporan

Masukan : Dana 4 Kec. 5 Orang 252,800,000.00                  PKB 

Keluaran    : Jumlah Tenaga Fasilitator 

Pemutahiran Data RTLH bagi 

MBR di Kab. Bangli
Masukan : Dana Kab.Bangli 1 Dok 223,000,000.00                  PKB 

Keluaran    : Jumlah Pokja PKP Kabupaten 

Bangli

Masukan : Dana 4 Kec. 1 Dok 300,000,000.00                  PKB 

Keluaran    : Jumlah Data yang tersedia 

Kabupaten Bangli

Masukan : Dana 4 Kec. 15 Unit 262,500,000.00                  PKB 

Keluaran    : Jumlah pengembangan 

perumahan

Masukan : Dana Kec. Bangli 1 Unit 2,000,000,000.00               DAU

Keluaran    : Terbangunan Mes Kejari 

1 03 30 Program Rencana Tata Ruang Hasil : Prosentase Rencana  

Tata Ruang

1 Revisi rencana tata ruang Kab. Bangli 1.00 dok 450,000,000.00                  PBBKB 

Keluaran    : Jumlah ranperda  

rencana tata ruang

2 Kab. Bangli 1.00               dok 100,000,000.00 PBBKB 

- Penyusunan Dokumen 

Naskah Akademik Revisi 

RTRW

Keluaran    : Jumlah ranperda  

rencana tata ruang

1 03 33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hasil : Prosentase 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang

1 Pengawasan pemanfaatan ruang Kab. Bangli 1.00               Lap. 76,500,000.00             PBBKB 

Legalisasi Ranperda Tata Ruang : Masukan : Dana

Masukan : Dana

Penyusunan Dokumen RP3KPKP Kabupaten Bangli

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk 

pasca bencana

Pembangunan Mes Kejari 

Masukan : Dana

-Penyusunan Materi teknis dan ranperda

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyediaan Tenaga Fasilitator Pemutahiran Data RTLH bagi 

MBR di Kab. Bangli

Penyusunan Pokja PKP Kabupaten Bangli

Program Pengembangan  Perumahan 

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)



4 6 7 8 101 2 3 5 9

Keluaran    : Jumlah Pengawasan 

pemanfaatan ruang

1 03 27 Hasil : Prosentase 

pengembangan kinerja 

pengelolaan air minum 

dan air limbah

1 03 27 01 Keluaran    : Cakupan penyediaan air 

minum

Kec. Kintamani                    537 SR 3,867,000,000.00        DAK

Kec. Kintamani                    200 SR 1,400,000,000.00        DAK

Kec. Kintamani                    150 SR 1,050,000,000.00        DAK

Kec. Kintamani                    200 SR 1,400,000,000.00        DAK

Kec. Kintamani 1                      Paket 60,000,000.00             DAK

Kec. Kintamani 1                      Paket 60,000,000.00             DAK

Kec. Kintamani 1                      Paket 60,000,000.00             DAK

Kec. Kintamani 1                      Paket 60,000,000.00             DAK

Keluaran    : Cakupan penyediaan 

instalasi pengelolaan air 

limbah komunal

Kec. Susut 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Susut 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 50.00 Unit 443,000,000.00           DAK

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting di Desa 

Belancan 

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting di Desa 

Bonyoh 

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Stunting di Desa Mengani

Supervisi Peningkatan SPAM melalui penambahan 

Kapasitas dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM 

Terbangun di Desa Dausa

Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal 

dana DAK

Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) 

Tematik Stunting di Desa Tiga 

Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) 

Tematik Stunting di Desa Pengelumbaran  

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Stunting di Desa 

Bayung Cerik 

Peningkatan SPAM melalui penambahan Kapasitas 

dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun di 

Desa Katung

Peningkatan SPAM melalui penambahan Kapasitas 

dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun di 

Desa Sukawana

Peningkatan SPAM melalui penambahan Kapasitas 

dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun di 

Desa Dausa

Supervisi Peningkatan SPAM melalui penambahan 

Kapasitas dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM 

Terbangun di Desa Siyakin

Supervisi Peningkatan SPAM melalui penambahan 

Kapasitas dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM 

Terbangun di Desa Katung

Supervisi Peningkatan SPAM melalui penambahan 

Kapasitas dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM 

Terbangun di Desa Sukawana

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 

dan Air Limbah

Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK

Peningkatan SPAM melalui penambahan Kapasitas 

dan/volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Terbangun di 

Desa Siyakin



4 6 7 8 101 2 3 5 9

Kec. Susut 50.00 Unit 443,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 50.00 Unit 443,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 50.00 Unit 443,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 50.00 Unit 443,000,000.00           DAK

Kec. Susut 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Susut 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Tembuku 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Tembuku 10.00 Unit 600,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 80.00 Unit 560,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 100.00 Unit 700,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 50.00 Unit 350,000,000.00           DAK

Kec. Kintamani 100.00 Unit 700,000,000.00           DAK

Kec. Tembuku 80.00 Unit 400,000,000.00           DAK

Keluaran    : Jumlah DED IPLT Kec. Bangli 1.00              Dok 200,000,000.00           DAU

1 03 29

1 03 29 2

Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Verifikasi lapangan 

IMB dan IUJK

Kab. Bangli 1.00              Dok 100,200,000.00 DAU

1 03 29 8

Masukan : Dana

Keluaran    : Dok. Harga Satuan Bangunan 

Gedung Negara

Kab. Bangli 1.00              Dok 58,843,840.29 DAU

Verifikasi lapangan IMB dan IUJK

Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Penanggulangan Kemiskinan  di Desa Buahan 

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Penanggulangan Kemiskinan  di Desa Serahi

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Penanggulangan Kemiskinan  di Desa Belantih

 Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki 

SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki idle capacity Tematik 

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Jehem 

Penyusunan DED IPLT

Program pengembangan wilayah strtegis dan cepat 

tumbuh

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Stunting di Desa Bantang

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan 

Kemiskinan di Desa Sulahan  

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan 

Kemiskinan di Desa Selat  

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan 

Kemiskinan di Desa Jehem  

 Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Tematik Penanggulangan 

Kemiskinan di Desa Yangapi  

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Penanggulangan Kemiskinan  di Desa Langgahan 

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Stunting di Desa Abuan

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Stunting di Desa Bayung Gede

 Pembangunan tangki septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Tematik 

Stunting di Desa Catur



4 6 7 8 101 2 3 5 9

1 03 23 Program peningkatan sarana 

dan prasarana 

kebinamargaan

Hasil : Prosentase  Rehabilitasi / 

Pemeliharaan alat - alat 

berat

1 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan 

alat-alat berat Masukan : Dana

1.00              Th 473,000,000.00           BBNKB 

Keluaran    : Jumlah Perbaikan 

/service dan suku 

cadang Alat Berat dan 

Kendaraan

1 03 23 5 Pengadaan Peralatan dan 

perlengkapan bengkel alat -

alat berat

1.00              Unit 226,466,666.70           BBNKB 

1 03 1

Hasil :

Prosentase rehabilitasi 

/pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan

1 03 1 03 Keluaran    :
Panjang jalan yang di 

tingkatkan 

JALAN KINTAMANI - GLAGALINGGAH Kec. Kintamani 2.40                  Km 4,800,000,000             DAK

JALAN GLAGALINGGAH - LEMBEAN Kec. Kintamani 5.80                  Km 11,600,000,000           DAK

JALAN LEMBEAN - LANGGAHAN Kec. Kintamani 4.30                  Km 8,600,000,000             DAK

JALAN MANIKLIYU - ULIAN Kec. Kintamani 2.50                  Km 4,750,000,000             DAK

JALAN AWAN - BUNUTIN Kec. Kintamani 8.40                  Km 15,960,000,000           DAK

JALAN SIAKIN - PENUTUKAN Kec. Kintamani 4.55                  Km 8,645,000,000             DAK

JALAN BUAYANG - DUKUH Kec. Kintamani 4.00 Km 7,600,000,000             DAK

BLANCAN - KAYU KAPAS Kec. Kintamani 3.15 Km 5,985,000,000             DAK

JALAN  PELANGKIAN - YOH Kec. Bnagli 1.7                    Km 3,230,000,000             DAK

JALAN SUBAK BERBARIS - NGALAN Kec. Kintamani 2.00 Km 3,800,000,000             DAK

JALAN SIAKIN - ALAS METAUM Kec. Kintamani 2.00 Km 3,800,000,000             DAK

JALAN AWAN - SUBAK MERTASARI Kec. Kintamani 3.85                  Km 7,315,000,000             DAK

JALAN KUTA DALEM - AWAN Kec. Kintamani 4.88                  Km 9,760,000,000             DAK

JALAN  TEGAL SUCI - PURA PAYASAN Kec. Kintamani 0.90                  Km 1,710,000,000             DAK

JALAN BANGBANG KAJA - BANGBANG KELOD Kec. Tembuku 13.30               Km 26,600,000,000           DAK

JALAN BANGBANG KAJA - BANGBANG KELOD Kec. Tembuku 2.50                  Km 4,750,000,000             DAK

JALAN LINGKAR EKOWISATA - DEMULIH Kec. Bangli 1.15                  Km 2,175,500,000             DAK

JALAN PENELOKAN - PAYANG Kec. Kintamani 2.50                  Km 4,750,000,000             DAK

JALAN BATUR - TANDANG BUANA SARI Kec. Kintamani 5.00                  Km 9,500,000,000             DAK

JALAN BAKUNG - PELISAN Kec. Kintamani 2.50                  Km 4,750,000,000             DAK

JALAN KARUNA GUNUNG SARI- PADANG MUN Kec. Kintamani 0.35                  Km 665,000,000                DAK

JALAN ABUAN - SANGKANDUAN Kec. Kintamani 0.75                  Km 1,425,000,000             DAK

JALAN BONYOH - ABUAN Kec. Kintamani 2.20                  Km 4,180,000,000             DAK

JALAN PENELOKAN - MALET Kec. Kintamani 7.80                  Km 14,820,000,000           DAK

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Peningkatan jalan



4 6 7 8 101 2 3 5 9

JALAN BELONG DANGINAN - PEMUTERAN Kec. Kintamani 2.00                  Km 3,800,000,000             DAK

JALAN  BAYUNG CERIK SEMING Kec. Kintamani 2.00                  Km 3,800,000,000             DAK

Kec. Bangli 1.30 Km 620,446,666.70           BBNKB  

dan PBBKB 

Pemeliharaan berkala jalan Masukan : Dana

Keluaran    : Panjang jalan yang dipelihara Kab. Bangli 1.00              Paket 3,810,000,000             DAU

Pembuatan DED Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah DED Kab.Bangli 11.00            Dok 500,000,000.00           DAU

Survey Kondisi Jalan dan Patok Batas Jalan Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Survey Kondisi Jalan 

dan Patok Batas Jalan

Kab.Bangli 1.00              Dok 400,000,000.00           DAU

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Bahan Bakar 

Minyak/Gas Dan Pelumas

Kab. Bangli 1.00              Th 180,000,000.00           DAU

Belanja Jasa Servis Kendaraan Bermotor Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Servis Kendaraan 

Bermotor

Kec. Bangli 4.00              Unit 20,000,000.00             DAU

Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Servis Kendaraan 

Bermotor

Kec. Bangli 4.00              Unit 45,000,000.00             DAU

Belanja Jasa Service Mesin Penggilas Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Servis Mesin Penggilas Kec. Bangli 3.00              Unit 15,000,000.00             DAU

Belanja Penggantian Suku Cadang mesin gilas Masukan : Dana

Keluaran    : Jumlah Servis Mesin Penggilas Kec. Bangli 3.00              Unit 30,000,000.00             DAU

220,781,188,416.19    

Jl. Rajawali, Jln Anggrek, Jl. Nusantara II, Jalan Nusantara 

III, Jl Pande Pr. Batuan, Jl Pule, Jl Kawan Kantor KPU, Jl 

Blumbang Kantor PMI      

JUMLAH
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34,500,000.00                   

6,300,000.00                     



28,050,000.00                     

28,050,000.00                   125.3132832

20,000,000.00                               

159,600.00                                   



Real 25.73%

920,936,800.00                             587,891,275.13           

21,172,788,000.00                        25.73                          5,447,758,352.40        



4,076,170,047.50               

25.73                          3,934,322,840.00        

450000000



7,957,000,000.00               



10,325,000,000.00             



699,466,666.70                             25.73 179,972,773.34           



10,149,945,240.87      

120,701,386,526.70    

110,551,441,285.83    






















